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PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN WAJIB

SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang

Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata

tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang

Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesai Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4637);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5311);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 545);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015

tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

257);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG

PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI DI

BIDANG PARIWISATA.
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